
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ REJANG LEBONG 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
Anggaran 2021. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahum 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan 'Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noroor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Selanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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Menetapkan 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Serita 
Negara Republik a Tahun 2020 Nomor 1035); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

19. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang 
Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerab Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong tahun 2015 Nomor 107); 

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sadan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong tahun 2015 Nomor 108); 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 154). 

23. Peraturan Supati Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong tahun 2019 Nomor 520). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KASUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Supati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas otonomi dan 
tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dal.am Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Supati sebagai unsur 
penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonom. 
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4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 

selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang 
Lebong. 

6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah lnspektorat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong. 

7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan 
!<ordinator penyelenggaran pemerintahan di wilayah 
kcrja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani scbagia111 urusan otonomi 
daerah, dan menyelenggarankan tugas umum 
pemerintahan khususnya pendelega:sian Bupati kepada 
Camat dalam melakukan evaluasi APBDesa. 

8. Kecamatan adalah bagian ,vilayah dari daerah Kabupaten 
Rejang Le bong yang dipimpin oleh Camat. 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas ,vilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

11 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Peme.rintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerin.tah 
Daerah. 

15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator 
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. 

16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

18. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang 
membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan keuangan Desa. 



19. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa yang 
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggaran keseluruhan pengelolaan 
keuangan Desa. 

20. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang 
membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa. 

21. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 
Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan adat istiadat 
Desa. 

22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawarahan Desa. 

23. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa Baik yang Bersifat 
pengaturan maupun penetapan. 

24. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang 
ditetapkan oleh BPD 

25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perenacanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan Desa. 

27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa untu.k jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

28. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 
RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk jangka wah'tu 1 (satu) 
tahun. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

30. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pernerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan rnasyarakat. 
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32. Alokasi Dasar adalah alokasi yang clihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang 
dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan 
klaster jumlah penduduk. 

33. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang clihitung dengan 
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat 
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

34. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada 
Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

35. Alokasi Formula adalah alokasi yang clihitung 
berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka 
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. 

36. lndeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat 
IKK adalah lndeks yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis yang nilainya berdasarkan tingkat kemahalan 
harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah. 

37. lndeks Kesulitan Geografis yang disingkat 1KG adalah 
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis 
suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan 
Dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan 
komunikasi. 

38. lndikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana 
yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana 
Desa 

39. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang 
selanjutnya disingkat l<PPN adalah lnstansi vertikal 
Direktorat Jendral Pembendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksakan 
sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 

40. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Penvakilan Raeyat. 

41. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 
selanjutnya disingkat PA BUN adalah Pejabat Pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran kementrian/Jembaga. 

42. Pembantu Penguna Anggaran Bendahara Umum Negara 
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit 
organisasi di lingkungan Kementrian Keuangan yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab 
atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara. 

43. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang 
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran 
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran 
Kementrian Negara/lembaga. 

44. Kuasa Penguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada 
masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun 
kantor Daerah atau satuan kerja di Kementrian 
Negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Mentri 
Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan 
tangg1.1ng jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari 
BA BUN. 



45. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya di 
singkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan 
anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN 
Transfer ke Daeran dan Dana Desa. 

46. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang disetuj ui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

47. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Desa. 

48. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluara·n daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

49. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan 
uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh 
pengeluaran Desa pada bank yang di tetapkan. 

50. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh 
pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui 
rekening kas Desa. 

51. Pengeluaran Desa adalah uang yang di keluarkan dari 
APB Desa melalui rekening kas ])esa. 

52. Surplus Anggaran Desa adalah selisih Jebih antara 
pendapatan desa belanja Desa. 

53. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

54. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya 
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian 
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APB Desa. 

56. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang 
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang 
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau 
Perubahan Penjabaran APB Desa. 

57. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB 
adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, 
rincian komponen-komponen (Input) dan besaran biaya dari 
masing-masing komponen suatu kegiatan. 



58. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut 
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk 
dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur 
penarikan dana dari rekening kas untuk meodanai 
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 
disahkan oleh kepala Desa. 

59. Dokumen Pelak.sanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat OPAL adalah dokumen yang 
memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari 
SilPA tahun anggaran sebelumnya. 

60. Desi! dalam tingkat kemiskinan adalah kelompok 
persepuluhan tingkat kemiskinan, sehingga seluruh 
tingkat kemiskinan dapat dibagi ke dalam sepuluh Desi! 
dirnana Desil 1 adalah kelompok 10% terendah ,Desil 2 
adalah tiogkat kemiskinan dalam kelompok 10-20% 
terendah sampai Desi! ke 10 adalah tiogkat kemiskinan 
tertinggi antara 90 - 100%. 

61. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 
PBJ adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola 
dan/atau penyedia barang/jasa. 

62. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang danjasa di Desa. 

63. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji 
$1.1_rat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran. 

64. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa 
Bendabara Umum Negara untuk pelaksaoaan 
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar. 

65. Bantuan Langsung Tonai Desa yang selanjutnya disingkat 
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga 
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari 
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat 
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19). 

Pasal 2 

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. pengalokasian; 
b. penyaluran; 
c. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; 
d. penggunaan; 
e. pemantauan dan evaluasi; dan 
f. sanksi. 
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BAB II 
PENGALOKASIAN 

Pasal 3 

(1) Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Pemerintah 
Daerah melakukan penghitungan rincian Dana Desa 
setiap Desa. 

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; 
c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

(3) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam 
puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi 
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster 
jumlah penduduk. 

(4) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari 
anggaran Dana Desa d~bagi secara proporsional kepada 
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 
memilikijumlah penduduk miskin tinggi. 

(5) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari 
anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja 
terbaik. 

(6) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 
10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang 
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

(7) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), berdasarkan indikator penilaian: 
a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima 

Alokasi Afirmasi; dan 
b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel: 

1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% 
(dua puluh persen); 

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua 
puluh persen); 

3 . capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% 
(dua pulub lima persen); dan 

4. capaian basil pembangunan Desa dengan bobot 
35% (tiga puluh lima persen). 

(8) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) 
dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator: 
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh 

persen); 
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat 

pulub persen); 
c . luas ,vi!ayah Desa dengan bobot 200/o (dua puluh 

persen); dan 

L_._ 



d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga 
puluh persen). 

(9) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan 
Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin terbanyak yang berada pada ketompok Desa pada 
desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) 
berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Pasal 4 

(1) Hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan dalam pembahasan 
Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah 
mengenai APBD antara Pemerintah Daerah dengan 
DPRD. 

(2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam 
Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dan basil 
pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan alokasi Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten 
Rejang Lebong. 

(3) Berdasarkan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah 
menyampaikan informasi alokasi Dana Desa. 

(4) Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana di maksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Daerah 
mengenai APBD. 

Pasal 5 

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) clihitung 
dengan menggunakan rumus: 

DD Kab = AD Kab + AA Kab + AK Kab +AF Kab 
Keterangan: 
DD Kab = Dana Desa Kabupaten 
AD Kab = Alokasi Dasar Kabupaten 
AA Kab = Alokasi Afirmasi Kabupaten 
AK Kab = Alokasi Kinerja Kabupaten 
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten 

Pasal 6 

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung 
dengan cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap 
Desa di Daerah kabupaten. 

(2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) clitentukan berdasarkan 
klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) dengan ketentuan: 
a. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu 

juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) 
bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus 
satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa; 

t 
I 



b. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu 
jut.a lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) 
bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu 
satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa. 

Pasal 7 

(1) Besaran Alokasi Afirmasi Kabupaten untuk Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b, 
dihitung dengan menggunakan rumus: 
AA Kab = (AA DST x DST Kab) + (AA OT x DT Kab)} 

Keterangan: 
AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah 

Ka bu paten 
AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa 

sangat tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi 

DST Kab = jumlah Desa sangat tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi di Daerah kabupaten 

AA OT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa 
tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi 

DT Kab = jumlah Desa tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi di 
Daerah kabupaten 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat 
tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi 
Afirmasi setiap Desa. 

(4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan 
menggunakan rumus: 

AA Desa = (0,01 x DD) / {(2 x DST)+ (I x DT)) 
Keterangan: 
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa 
DD = Pagu Dana Desa nasional 
DD DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi 

OT = jumlah Desa tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi 

Pasal 8 

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dihitung 
dengan menggunakan rumus : 

AK Kab = Jumlah Desa AK x AK Desa 



(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Keterangan: 
AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah 

kabupaten 
Jumlah Desa AK = jumlab Desa penerima Alokasi 

AK Desa 
Kinerja setiap Kabupaten 
= Alokasi Kinerja untuk 

Setia Desa 
Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah 
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
dihitung dengan ketentuan Daerab Kabupaten dengan 
jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 
400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi 
Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah 
Desa. 
Desa penerirna Alokasi Kinerja setiap Daerah 
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria 
kinerja. 
Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
rnerupakan Desa yang tidak rnenerirna Alokasi 
Afirmasi. 
Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor 
kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan 
rumus: 
Skar Kinerja 

Keterangan: 

= {(0,20x Yl)+(0,20 x Y2)+(0,25 x Y3) + 
(0,35 x Y4)} 

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa 
Y I = pengelolaan keuangan Desa 
Y2 = pengelolaan Dana Desa 
Y3 = capaian keluaran Dana Desa 
Y4 = capaian hasil pernbangunanDesa 

(6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dinilai dari: 
a . perubaban rasio Pendapatan Asli Desa terhadap 

total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima 
puluh persen); dan 

b. rasio belanja bidang pembangunan dan 
pemberdayaan terhadap total belanja bidang 
APBDes dengan bobot 50% (lirna puluh persen). 

(7) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (5) dinilai dari: 
a. persentase kesesuaian bidang pernbangunan dan 

pemberdayaansebagai prioritas Dana Desa 
terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% {lima 
puluh lima persen); dan 

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa 
secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh 
lirna persen). 

(8) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dinilai dari: 
a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan 

bobot 50% (lima puluh persen); dan 
b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan 

bobot 50% (lima puluh persen). 

l .. . 



(9) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dinilai dari: 
a. perubahan skor indeks IDesa membangun dengan 

bobot 30% (tiga puluh persen); 
b. perubahan status Desa indeks Desa membangun 

dengan bobot 30% (tiga puJuh persen); 
c. status Desa indeks Desa membangun terakhir 

dengan bobot 10°1<, (sepuluh persen); dan 
d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan 

bobot 30% (tiga puluh persen). 
(10) Alokasi Kinerja setiap, Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan 
menggunakan rumus: 
AKDesa = (0,03 x DD) / (0, 1 x Jumlah Desa) 
Keterangan: 
AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa 
DD = Pagu Dana Desa Nasional 
Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional 

(1 1) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

(12) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber 
dari aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). 

Pasal 9 

Besaran Alokasi Formula set:iap Daerah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam P.asal 3 ayat (8) dihitung 
dengan menggunakan rumus: 

AF Kab = ((0,10 x YI) +(0,40 x Y2) + (0,20 x Y3) 
+ {0,30 x Y4)) x (0,31 x DD)} 

Keterangan: 
AF Kab = Alokasi Formula kabupaten setiap Daerah 
YI = Rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah 

Kabupaten terhadap total penduduk Desa 
Nasional 

Y2 = Rasio angka kemiskinan Desa Uumlah 
penduduk misk:in Desa) setiap Daerah 
kabupaten terhadap total penduduk 
miskin Desa Nasional 

Y3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Daerah 
kabupaten terhadap total luas wilayah 
Desa Nasional 

Y4 = Rasio IKK Daerah kabupaten terhadap total 
IKK Daerah kabupaten yang memiliki 
Desa 

Pasal 10 

(1) Total Pagu Dana DD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. l 13.199.136.000,
(seratus tiga belas miliar seratus sembilan puluh 
sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) 
diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang 
Lebong. 



(2) Besaran DD di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan rincian, sebagai 
berikut: 
a. Alokasi Dasar Kabupaten Rejang Lebong sebesar 

Rp.75.152.029.000,- {tujuh puluh lima miliar 
seratus Zima puluh dua juta dua puluh sembilan 
ribu rupiah); 

b. Alokasi Afirmasi Kabupaten Rejang Lebong 
sebesar Rp.3.088.638.000,- (tiga miliar delapan 
puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan 
ribu rupiah); 

c. Alokasi Kinerja Kabupaten Rejang Lebong sebesar 
RP. 3.457.836.000,- (tiga miliar empat ratus lima 
puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu 
rupiah); dan 

d. Alokasi Formula Kabupaten Rejang Lebong 
sebesar Rp.31.500.633.000,- (tiga puluh satu miliar 
lima ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu 
rupiah). 

BAB Ill 
PENYALURAN 

Bagian kesatu 
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran 

Pasal 11 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui 
RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa 
setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa 
dari Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan 
ketentuan: 
a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan kelima paling 
cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan 
paling cepat masing-masing bulan berkenaan 
untuk bulan kedua sampai dengan bulan 
kelima. 

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 



1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan 
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling 
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling 
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; 
dan 

c. Tahap ITI sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLTDesa bulan kesebelas sampai dengan 
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas 
paling cepat bulan November untuk bulan 
kesebelas dan paling cepat akhir bulan November 
bulan kedua belas. 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 
dalarn 2 (dua} tahap, dengan ketentuan: 
a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu 

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling 
cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan 
paling cepat masing-masing bulan berkenaan 
untuk bulan kedua sampai dengan bulan 
ketujuh; dan 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai. 
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan 
Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kedelapan sampai dengan bulan kedua . belas 
paling cepat bulan Agustus untuk bulan 
kedelapan dan paling cepat masing-masing 
bulan berkenaan untuk bulan kesembilan 
sampai dengan bulan kesebelas, serta paling 
cepat akhir bulan November untuk bulan kedua 
belas. 

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan status Desa basil penilaian yang 
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi dalam lndeks Desa. 



(1) 

Pasal 12 

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA 
Penyaluran Dana Desa menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap 
dan benar, dengan ketentuan: 
a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 
huruf a angka 1 berupa: 
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian 

dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 
2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
3 . surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b. tahap II sebesar 40 0/o (empat puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 
huruf b angka 1 berupa: 
l. laporan realisasi penyerapan dan 

keluaran Dana Desa tahun 
sebelumnya; 

capaian 
anggaran 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata 
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana 
Desa tahap I yang telah disalurkan; 

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa; dan 

4. Serita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara 
Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang 
berasal dari: 
a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 

sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang 
disetor oleh Kepala Desa ke RKUD;dan 

b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; 
dan 

c . Tahap III sebesar sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 1 berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap 11 menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata
rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 
sebesar 75% (tujuh puluh Hrna persen) dari Dana 
Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 

2. Iaporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya. 



(2) 

(3) 

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa 
Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima 
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara 
lengkap dan benar, dengan ketentuan: 
a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) 
huruf a angka 1 berupa: 
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian 

dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
3 . surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) 
huruf b angka 1 berupa: 
1. Japoran realisasi penyerapan dan 

keluaran Dana Desa tahun 
capaian 

anggaran 
sebelumnya; 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahap I 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% 
(tiga puluh lima persen} dari Dana Desa tahap 1 
yang telah disalurkan; 

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; 

4 . Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa; dan 

5. Serita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara 
Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang 
berasal dari: 
a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 

sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang 
disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan 

b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. 

Dalam ha! Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa 
tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan 
dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa 
mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima 
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau 
tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. 



(4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan 
Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan 
rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dan ayat 
(2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan 
berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata 
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa. 

(5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat 
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I} huruf a angka 3 dan ayat (2) 
huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib 
disampaikan pada saat penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. 

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) 
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan 
setiap Desa. 

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaiimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
angka 2 dan hu ruf c angka 1, serta ayat (2) 
huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, 
volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian 
keluaran. 

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) belum memenubi kebutuhan input data, 
Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel 
referensi kepada KPA Penyaluran Dana Desa untuk 
dilakukan pemutakhiran. 

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang 
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) disampaikan 
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh 
Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

( 11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) 
atau dokumen fisik (hardcopy). 

(12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OMSPAN). 

Pasal 13 

(I) Dana Desa tah ap I untuk kebutuhan BLT 
Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf 
a angka 2, disalurkan dengan ketentuan: 

,;. ' 
L .. -,,l: -I .j 
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a . memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruif a dan melakukan 
perekaman jumlah keluarga penerima manfaat 
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) 
bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT 
Desa bulan kesatu; dan 

b, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan 
disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya. 

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf 
b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan 
kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah 
bupati melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya. 

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap Ill untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 J ayat (4) huruf 
c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan 
bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan 
setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya. 

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OMSPAN) . 

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
untuk perekamanrealisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat 
tanggal 31 Desember. 

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a, merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya 
atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(7) Dalam ha! tidak terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tanpa 
dikurangi kebutuhan Dana Desa u n tuk BLT Desa. 

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) 
huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan 
Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi 
OMSPAN paling lambat tanggal 31 Desember. 

(9) Dalam ha! penyaluran Dana Des.a untuk BLT Desa 
bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk 
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum 
disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan sebelumnya. 



l 

( l 0) Dalarn hal jurnlah keluarga penerima manfaat yang 
telah direalisasikan Jebih besar atau lebih kecil dari 
jurnlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam 
pada bulan kesatu sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan 
sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan. 

(1 1) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3), dan ayat (5). 

Pasal 14 

(1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa 
Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai 
dengan bulan ketujuh sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan 
ketentuan: 
a. mernenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud 

dalarn Pasal 12 ayat (2) huruf a dan melakukan 
perekaman jumlah keluarga penerirna rnanfaat 
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) 
bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT 
Desa bulan kesatu; 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sarnpai 
dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan 
disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya. 

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf 
b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan 
bulan kedua belas masing-masing bulandisalurkan 
setelah bupati melakukan perekarnan realisasi jumlah 
keluarga penerirna rnanfaat bulan sebelumnya. 

(3) Perekaman sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistern Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OMSPAN) , 

(4) Perekaman sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus 
Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember. 

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa butan kesatu tahun sebelumnya 
atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(6) Dalarn hal tidak terdapat keluarga penerima rnanfaat 
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tanpa 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. 



(7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan 
peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OMSPAN) paling Jambat tanggal 
31 Desember. 

(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan 
kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan 
dapat dilakukan setelah melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
bulan sebelumnya. 

(9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk 
Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan 
lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga 
penerima manfaat yang telah direkam pada bulan 
kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua 
sarnpai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan 
sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

(10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (4). 

( 1) 

Pasal 15 

Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebaga imana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap 
dan benar dengan ketentuan: 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes 

dan Data Base APB Desa berbasis Aplikasi 
Siskeudes Sampai Tahap Penganggaran; 

b. tahap II berupa: 
1. laporan realisasi 

keluaran Dana 
sebelumnya; 

penyerapan dan 
Desa tahun 

capaian 
anggaran 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata -
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
35% (tiga puluh lima persen) dati Dana Desa 
tahap I yang telah disalurkan; 

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa; 



(2) 

4. Serita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 
di RKD antara Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Desa; dan 

5. Data Base APB Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes 
sampai Tahap I; dan 

c. Tahap Ill berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang 
telah disalurkan; 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;dan 

3. Data Base APB Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes 
sampai Tahap II. 

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana climaksud dalam Pasal 12 
ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap 
dan benar, dengan ketentuan: 
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Des 

dan Data Base APB Desa Berbasis Aplikasi 
Siskeudes sampaikan Pada Tahap 
Penganggaran;dan 

b. Tahap II berupa: 
1. Laporan realisasi 

keluaran Dana 
penyerapan dan 
Desa tahun 

capaian 
anggaran 

sebelumnya; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata• 
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana 
Desa tahap I yang disalurkan; 

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya; 

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa; 

5. Serita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD 
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; 
dan 

6. Data Base APB Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes 
sampai Tahap I. 



(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran 
tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen 
persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai 
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT 
Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia 
cukup anggaran per bulannya. 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) 
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan 
setiap Desa. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1,serta ayat (2) 
huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan 
capaian keluaran. 

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, 
kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan 
table referensi kepada Bupati untuk dilakukan 
pemutakhiran. 

(7) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang 
di tetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan: 
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah 
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu kepada Bupati; dan 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima masing-masing bulan 
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bu Ian 
sebelumnya kepada Bupati. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masing-masing 
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan sebelumnya kepada Bupati. 



(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa 
bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) 
masing- masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa 
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati. 

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada 
bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya 
atau basil pendataan jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(6) Dalam hal terdapat perubahan Pe:raturan Kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 
huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan 
perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada 
Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
ayat (4). 

Pasal 17 

(I) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 
Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BL,T Desa 
bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepala 
Desa memenu.hi ketentuan: 
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah 
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu; 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan ketujuh masing-masing bulan 
disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan sebelumnya kepada Bupati. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap 11 untuk BLT Desa Bulan 
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk 
masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa 
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati. 

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua 
belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada 
Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 



(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya 
atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 
huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan 
perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada 
Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember. 

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 18 

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan 
tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal I3 dan Pasal 14 sampai dengan 
berakhimya taihun anggaran, Dana Desa tidak 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 
anggaran berikutnya. 

Bagian Kedua 
Penyaluran Dana Desa Kabupaten kepada Desa 

Pasal 19 

(1) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan 
dengan menggunakan SPP dan SPM. 

(2) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan 
akun penerimaan nonanggaran. 

Pasal 20 

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa 
sebagairnana di'maksud dalarn Pasal 11 ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil 
pemotongan Dana Desa sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2). 

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran 
dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) melalui penerbitan SPP. 

(3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana 
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 



(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
menerbitJrnn SP2D untuk penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa kc RKD. 
Penerbitan SPP dan SPM scbagaimana dimaksucl 
pada ayat (2( dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal 
yang sama dengan penerbitan SPP clan SPM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 9 ayat ( 1) . 
Berdasarkan penya.luran dana hasil pemotongan Dana 
Desa kc RKD sebagaimana climaksud pacla ayat (41. 
kepala Dcsa mcnyampaikan lcmbar konfirmasi 
pencrimaan pcnyaluran Dana Desa di RKD kepacla 
Bupati. 
l(cpala l(PPN rncnyampaikan hasil pemotongan Dana 
Dcsa kcpada Oupati kc Rl<D mclalui aplikasi Online 
Monitoring Sistcm Pcrbcndaharaan clan Anggaran 
Negara (OMSPAN). 
Tata cara pener!Jitan SPP, SPM, clan SP2D 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (2), ayal (3), clan 
ayat (4) dilaksanakan sesuai clengan kctentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
PENATAUSAI-IMN, PERTANGGUNGJAWABAN, 

DAN, PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pclaporan 

Pasal 21 

(I) Dal am rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana 
Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan penyaluran 
Dana Desa Kepada Bupati melalui DPMD clan 
dilanjut.kan ke KPPN melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan clan Anggaran Negara (OM 
SPAN). 

(2) DPMD menyampaikan konsolidasi laporan 
sebagaimana dimaksucl dalam ayat (I) kepacla KPPN 
mclalui aplikasi Online Monitoring Si stern 
Pcrbcndaharaan clan Anggarnn Negara (OM SPAN) . 

Bagian Kcdua 
Penatausahaan, Pcrtanggungjnwaban, clan Pclaporan Tingkat 

Pcmerintah Dacrah 
Pasal 22 

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Dcsn dalam 
APBD berdasarkan Peraturan Presiden mcngcna.i 
rincian APBN. 

(2) Dalam ra.ngka penaLausahaan Dana Dcsa , Pemeri.ntah 
Dacrah melakukan pcncatatan penclapatan dan belanja 
atas Dana Desa scb11gaimana climaksud pada ayat ( 1). 

(3) Pcncatatan pcndapatan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian 
SP2D penyaluran Dana Dcsa dari aplikasi Online 
OMSPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(7). 



(4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah bcrdasarkan 
daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Dcsa dari 
aplikasi Online Monitoring Sistem Pcrbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OMSPAN) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (7). 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

BAB V 
PENGGUNMN 

Pasal 23 

Dana Desa diprioritaskan 
pemulihan ekonomi dan 
Prioritas di Desa. 

penggunaannya 
pengembangan 

untuk 
sektor 

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai 
(PKT) , pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, 
sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi 
Desa melalui Sadan Usaha Milik Desa. 
Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa 
Wisata, usaha budi daya pertanian, petemakan, 
perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan 
perbaikan fasilitas kesehatan 
Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama 
dalam penggunaan Dana Desa. 
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) termasuk kegiatan dalam 
rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVJD-19). 
Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berpedoman pada "Pcraturan Menceri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ". 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan 
melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (4) . 

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang 
paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang 

berdomisili di Desa bersangkutan; dan 
b. tidak termasuk penerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra 
Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan 
sosial Pemerintah lainnya. 

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mcrupakan 
petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan 
pembelian pupuk. 



(4) Rincian keluarga dimaksud pada penerima ayat (2) 
manfaat sebagaimana berdasarkan kelompok 
pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa. 

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. 

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan 
kedua belas per keluarga penerima manfaat. 

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan 
mulai bulan Januari. 

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
( I) huruf a dan Pasal 17 ayat ( 1) huruf a, pembayaran 
atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya 
Menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT 
Desa setiap bulan. 

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(I) huruf a dan Pasal 17 ayat (l) huruf a, selisih Jebih 
Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya 
untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa. 

(IO) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , kepala 
Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa 
dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 
tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 

Pasal 25 

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman 
pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa 
diperioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan, 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang 
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa yang dikelola secara swakelola dengan 
menggunakan surnber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga 
kerja dari masyarakat Desa setempat. 



Pasal 26 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (I) 
setelah mendapat persetujuan. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), Bupati memastikan 
pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang 
menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat ( 1) tel ah terpenuhi. 

Pasal 27 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana 
Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa. 

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap 
ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran 
Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan 
untuk setiap tahap penyaluran. 

(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA 
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) tidak bertanggung jawab atas penggunaan 
Dana Desa oleh Pemerintah Desa. 

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai 
kewenangan masing-masing. 

BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 28 

(I) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 
a. Sisa Dana Desa di RKD dan/atau 
b. Capaian keluaran Dana Desa. 

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa 
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala 
Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD. 

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas 
capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf b dengan melakukan pengecekan 
atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran 
yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OMSPAN). 

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana 
Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan. 



BAB VII 
SANKS! 

PasaJ 29 

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderaJ Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaJuran 
Dana Desa tahun anggaran berjailan dan/atau tahun 
anggaran berikutnya, daJam haJ terdapat 
permasaJahan Desa berupa: 
a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana 

Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau 
b. Desa mengaJami permasaJahan administrasi 

dan/atau ketidakjelasan status hukum. 
(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara 

hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a. 

(3) Dalam hal Kepa.la Desa telah ditetapkan sebagai 
tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan 
penghentian penyaluran Dana Desa kepada 
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan. 

(4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian 
penyaluran Dana Desa, berdasarkan: 
a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3); atau 
b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga 

terkait atas permasalahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hutuf b. 

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan 
surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari 
kementerian/lembaga terkait sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran 
Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud 
diterirna. 

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana 
Desa tahap lll atau Dana Desa tahap n untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan 
disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun 
anggaran berikutnya dihentikan. 

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui 
surat Direktur JenderaJ Perimbangan Keuangan 
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan 
tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait. 

Pasal 30 

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) tidak 
dapat disalurkan kembali ke RKD. 

f 



(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf 
a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada 
tahun anggaran berikutnya setelah periode 
penghentian penyaluran Dana Desa. 

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 
surat permohonan pen ca bu tan penghentian 
penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 

(4) Surat permohonan pencabu.tan penghentian 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (31 diterbitkan setelah terdapat pencabutan status 
hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, 
dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

(5) Pencabutan penghentian penyaJuran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf 
b , dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 
surat rekomendasi pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga 
terkait paling Jambat tanggal 30 Juni tahun anggaran 
berjalan. 

(6) Dalam ha! surat pennohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (51 diterima setelah tanggal 30 
Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan 
untuk tahun anggarru1 berikutnya sepanjang Dana 
Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan. 

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan 
surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari 
kementerian/Iembaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada 
Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan 
Bupati atau kementerian/ lembaga terkait. 

Pasal 31 

(1) Dalam ha! Pemerintah Desa tidal< melaksanakan BLT 
Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 
2020, dikenakan sanksi pernotongan Dana Desa 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap I! Tahun Anggaran 2021. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap 11 sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa setiap tahapan. 

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
dalam ha! berdasarkan basil musyawarah Desa 
khusus/musyawarah insidentil tidal< terdapat calon 
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang 
memenuhi kriteria dan/atau tidal< tersedia cukup 
anggaran setiap bulannya. 



(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang 
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi 
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OMSPAN) . 

Pasal 32 

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT 
Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 
2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa 
sebesar 50% (Hrna puluh persen) dari Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022. 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dikecualikan 
dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa 
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon 
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang 
memenuhi kriteria. 

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang 
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran Dana Desa melalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran 
Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022. 

!3AS VTII 
KETENTUAN LAIN-LAJN 

Pasal33 

(1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di 
wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa 
dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa 
mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling 
lambat bulan Maret. 

Pasal34 

(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati 
dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 
April 2021 dan dituangkan dalam Serita Acara 
Rekonsiliasi. 



L 

(2) Berdasarkan has il rekonsiliasi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!), kepala Desa menyetorkan sisa 
dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021. 

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 
20 I 5 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara 
Bupati dan KPA Penyaluran Dana Desa dilak-ukan 
paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan 
dalam Serita Acara Rekonsiliasi. 

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana 
ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021 . 

BABX 
l<ETENTUAN PENUTUP 

Pasa135 

Hal-ha\ yang bclum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan 
dintur \cbih lanjut dalam petunjuk teknis pengelolaan dan 
penyaluran Dana Dcsa yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 36 

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 
Januari 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 1,ebong. 

I 
Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 2 Tut>tl,( a,-: 2021 

BUPATI REJANG LEBONG, 

I 
Diundangkan di Curup 
Pad a tanggal ~ ~bru e, • i 2021 

S DAERAH 
ANG LEBONG, 

1 
·-

H. R. A. DENNI rc, Had;u.,itld.h, 5H,1"f 
1'37110'3 d<"-C{l~odtf 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 021 NOMOR 6/{f 
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2. FORMAT LAPORAN REAL/SAS/ PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA CESA 

TAHAP ........ TAHUN ANGGARAN 2021 

PEMERINTAH OESA •.. .........•.•....• 
KECAMATAN ........................ 

KABUPATEN REJANG LEBONG 
Pagu Oesa Rp . ..................... 

URAIAN VOLUME % TENAGA 
OURASI UPAH KPM BLT NO URAIAN CARA ANGGARAN REAUSASI SISA 

CAPAIAN KERJA KETERANGAN KELUARAN KELUARAN PENGADAAN 
Rp Ro Ro KELUARA Orang Hari Ro KK Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
l PENOAPATAN 

1.2 Pendapatan lransfe.r 
w.1 Dana Oesa 

• TAHAP PERTAMA 
• TAHAP KEDUA 

-TAHAPTIGA 
JUMLAH P£NOAPATAN 

2 BELANJA BANTUAN KE OESA A 
2.1 Bidanc Penyelenggaraan Pemerintahan 
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2.5.2 dst .......................... 
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3. FORMATSURATKUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA 

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

: ················· .. , ...................................... , ........................ (1) 
: Bupati Rejang Lebong 

: .. ..... , ... .... ................. ....................... .................... ........ (2) 

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa 

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada: 

Nama : Kepala KPPN Kabupaten Rejang Lebong 

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

Alamat : ........................ .................................... ..... .... ............. (3) 

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan 

Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap t ahap 

Surat Kuasa in i berlaku untuk tahun anggaran ................. , ............ ......... ... ... . (4) 

Curup, Tanggal ................................... (5) 

Materai 
10.000,· 

............ (6) 

................. .......................................... (7) 

~ o l , r 
,. 

I 

. ,· 



4 FORMAT LAPORAN KONVERGENSJ PENCEGAHAN STUNTING TINGKA T DESA 

LAPORAN ICOVERGENS.I PHJC(-GA.I IAN 5tUmlNG TtNGKAT DESI\ 
TtRIIAOAP SASARAN 1,000 HARi PEITTAMA l(tHIOUPAN lHPK) 

K,\8UPMEN : lttW4G L[BONG ......................... 
0(~\ • ., .,M.,.,,, , , _ , ............. ,.,~ .... 
TAB EL 1, JUMlAH SASARAN 1.000 HPK 118U HAMILOAN ANAK D-23 BULAN) 

!BU HAMIi, AHAi< 0 • U &ULAtt 
!.ASARAN JUMlAH T01Al RUMAH IMtGGA 1,000HPk 

TOTAL '-.Cl(/ RESTI TOlAL 
Gtlf KURAtlG/ G!Z:l 8UR1JK/ 

STUNlitlG 

JUMLA.l t 

TA8£12. HASIL P£NGUICURAN TIKAR P[RnlMBUHA.N IOETE:KSI CINI STUNTING) 

KUNING 
MIRA>l SAY\RAN JUt.1.1.J\H TOT Al ANAK USIA O•U OUlJ\N HIIAU{N-ORMA&.) (IU:StKO 

(TCRIDEffTlflKA.SI SlU~JlltiG) 
STUNTING) 

IUMLAH 

TAB EL 3. kELINGKAPAN KONVERGEN,51 PAKET LA YANAN PENCE:GAHAN STUNTING BAGI t .000 HPK 

SIi.SARAN INOIKATOR UJMlAH " 
1 PfllJkS.\11 KAll SUAMI\ Ii.CHA.MILAN , MO IOAPM DI\N MINUM PU f( $llAMl\90 IIAAI 

3 18U &IISAU:; Mllftl,\PAl lAV.\IM,li F'(M(lll!(SMN '1tr AS l l'.AU 

I8U HAMIL 
,\ MlNG!l(lftl KONSCllNG Gl21/KI IA~ !8UMIN!M1,L 4 kAU 

s 16V IIM,11l O:lt:ffl( \11) MUJDAf';\l t:.UN.IUNGAN I\VMAli C.ULAI~°" 

• flUMA.11 T ANGA IUU HAMJt MfMIUCI At:St i AUi MlNUM ,\MAI; 

1 ftUMNi l"ANGG,t,,((lU HAMIL M(MIUKl JAMO,llN lAYI\K 

• M(r.«l lKI JAMA!Nl\lf l((S(ttA rAtl 

l ANAi( UWt<J 1 61Jt.AN M( NOlu11\l 1MUNIS,i'\SI 0 .r.SAft llNGKAP , 
OIHM0-10-IG 8( RAT t\AIHI.N IWIIII !ilflAP81.JlAN 

' OtUl(UII PAMJAtlG,IIHC.r. l 6/IO"I~ 1 f.hll OALI\M StfAHUN 

AN4KIJSIA0 ' 01'.Ar,IQ IUA/Ft l«;ASUI! Mlr-.lGll(UIIAON1Htl"Ci Gl1.i 6Ul.Att.4.ti 

s kUNJUl~Afl I\UMAII fill.GI ANA!l GQI l!URUK.IKURANC/STUNl lNG 2-3 BULAN (0.- • flUMAI ♦ TNIG4.AANM0- 171HMEMIUIAl:5£.5AIR MINUMAMO,,N-2TAHUN} 
1 IIUMAll lA.IIGGAA.HAICO.U fKM(MIUKI JAM8AHlAYM 

• NIAJ:O 2 HI MlMTIJl(I l"MltfAtl Kfi(l1A1Atl 
g AIIAK0,2 1U MtM?UkYAIAKlAWUR 

10 Of!ANG tUNP!lfGI\SUli M[NGIXU11 PAM.tN)INc. 6UlANAH IPAUDI 

ANAk >2·6 
1 All AK >~-6 lAti UN ,\lrl!r o,\t,\M l(l GIAll.N PAOO MIN!MAl !~ 

TAHUJI 

TA8El4. TlNGKAT KONVERGENSI DE.SA 
JUMlAH IHDUC.ATOR 

HQ SASARA.tf 
YAf.iG OITERIMA SHiAllUstlYA TINGKAT l(ONlltRGEt lSI 

OrfEft!MA 
I 18UHAMlL 

' AUAK ().23 8UlAl4 
TOTAL TINGKAT f(ONVE.RGENSI OESA 

TAl?El S. TOTAL PENGGUNAAN DANA OESA OALA.M PENCEGAHAN STUNTING 
KtGIAl AN 

81DANG/¥f.GJAfAN 
TDT.\l kHUSUS PE.NCEGAHAN SlUITTING HO 

AlOkASI Dt\HA 
AlOKASI DANA %lPCRSCN► 

1 IUOANG P(MOM"GUNAN orsA 

2 610Al4G P[M8£ROAYAAN MASYARAKA.T 



5. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN OOKUMEN PERSYARATAN 

NO 

1 

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Curup, ...... , .................... ... .. ............... (1) 

Kepada : 
Yth. Kepa la KPPN selaku KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa 

di 

Tempat 

SURAT PENGANTAR 
NOMOR: ............................ (2) 

URAIAN JUMLAtl DOKUMEN KETEnANGAN 

Bersama lni disampalkan dokumen 1 Derkas Disertai kertas kerja 

persyaratan penyaluran tahJp {Worhheet) 

............. (3). denean rlnclan sebagol perhltunean rinclan 

berikut : Dana Desa set lap 

a ........ ................................ (4) Desa dan Daltar 
b ...............•...•..•...........•..•.. Rekening Kas Desa · ) 
c. Dst 

0
) Khusus Tahap I 

....................................•......•.....•.................. (5) 

............... ··········································· ··········'6) 
····································································'7) 



6. FORMAT LEM8AR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI 

REKENING KAS OESA 

Telah terima dari 

Untuk Keperluan 

Dengan Rincian 

TAHAP 

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Oirektorat 

Jendral perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Oesa TA. 2021 
Kabupaten Rejang Le bong 

TANGGAL DtTERIMA JUMLAH 
TERBILANG 

(dengan huruf) 

Dana tersebut telah diterima pada : 

Nomor Rekening 

Nama Rekening 

Nama Bank 

.................. , ............. .. ... .. ........... .............. ..... . 
······································································ ........ , ........ , ...................................... ,, .... , ...... . 

Curup, Tanggal .................................. . 
Kepala Desa ......................... .. 

Stempel Matera; 10.000,-

I 
I I 



7. FORMAT BERITA ACARA l(ONFIRMASI DAN REl<ONSOLIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA DAN 

REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

BERITA ACARA l(ONFIRMASI DAN REKONSILIASI 

KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2018 

DI REKENING l{AS DESA 
Nomor : BAR- .............. /2021 

Pada Hari ini ....... ......... . Tanggal .. ................. Bulan ... . .... . .. . Tahun ... ..... Telah diselenggarakan Konfirmasi dan 
Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pe ngelola Ke uangan Daerah (BPKD) 
Rejang Lebong, Dinas Pembe rdayaa n Masyarakat Desa (DPMD) Kabupate n Rejang Le bong dengan Desa ... .. . ...... . 
Kecamatan . ... . ..... ...... . 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong menerima salinan hardcopy pengembalian 
kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp ................................... Beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan 
Cap Stempel basah dengan hasil sebagai berikut : 

Sisa Dana Desa 

Tahun 
Penyaluran dari Pengunaan Dan a Sisa Dana yang dianggarkan Sisa Dana Desa yang 

RKUD Desa Des a di RKD pada Tahun disetor ke RKUD 
Berikutnya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2+3) - (4+5) 
2015 RP. RP. RP. RP. RP. 

2016 RP. RP. RP. RP. RP. 

2017 RP. RP. RP. RP. RP. 

2018 RP. RP. RP. RP. RP. 
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor kc RKUD RP. 

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa antara BPKD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

' t-' ;.: ,..:_"_-_~,--. - ' ~--- -- - - - ,,. 

.., 



Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenru·an data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke 
BPKD sebagaimana tercantum dala m Berita Acara konfirmasi clan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung 
realisasi pembayaran Kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuai1 yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan 
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Demiki8Jl berita acara ini dibuat untuk d ipcrgu nakan sepcrlunya. 

.. ....... ............ ...... , ...... .......... ... (1) 

Kepala Desa .... ........ ...... . ......... . .. (2) 
l<ecamatan ................................. (3) 

Nama ......... ............ ........... (4) 

Petugas Rekon daii DPMD Petugas Rekon dari BPKD 

Nama .... .... .................... (5) 
Nip ...... ....... .... .. ............. ... . 

Nama .......... .................. (6) 
Nip ............ ........ ..... ......... .. 



DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021 
PAGU DANA 
ALOKASI DASAR 
ALOKASI AFIRMASI 

NO KECAMATAN 

A B 

Rp 113.199.136.000 
Rp 75.152.029.000 
Rp 3.088.638.000 

DESA 

C 

ALOKASI 
DASAR 

D 

ALOKASI FORMULA 
ALOKASI KINERJA 

ALOKASI 
AFIRMASI 

E 

ALOKASI 
KINERJA 

F 

Rp 31.500.633.000 
Rp 3.457.836.000 

ALOKASI 
FORMULA 

TOTAL DANA CESA 

G I H = D+E+F+G 

' ....... ~·-·J.~;:: ::::.~.~.;;tiAnyar ·················- ~····· 641 .57 4.000·•······-··········-······-·· .... · .. ··•·-
288.153.000.J..... 387.022.000 1316 749.000 I 

378.649000 1.111814.000 
,,. __ ,,,_ ... ,, .,,, • .,,. .... ,, .. ,_ , ...... --- 1-••••-•-•• .. - --·--f--- ---·---··-····••-·1 -··--- 1 ...... 561 .574.000 171 .591 .000 --3 Kola Padang Suka Rami 561 .574.000 . • 283.894.000 845.468.000 I ·-•···········-····· ··-·•-·••········ ....... ·-···········-··-··· .. ········-- ·-· .. ·-····· .... ···········'"''·'"'''····"'''' .......... ·-·········-·······---····· ........... -----1-••--.. , .... _,,, .. ,_ .. ,........ ·-··········-···-, 

4 Kota. Padang ............ _ ......... . Lubuk Mumpo····-----t······· 641 .574.000 ....................... - ....... : ..• - . ......... 288.1 53.000 -·---631 .627.000. ... 1.561 354 000 
5 Kota Padang Durian Mas 641 .574.000 171.591 .000 .. 450.713.000 1.263.878.000 ................ .. -.................................... ·--········ .... ·---- - - ······ ... · .. ······· .. ··· ............................................ ·-········-······· ····-·-----1•- ·-···---· .. ··-····· .. ···· .. ------1 
6 Kola Padang Kota Padang Baru 561.574.000 - .. 184.271.000 745.845.000 

···-·-···· ·········'"' ................... , ..................... _ ,,, .. ,. ·-····················-·················· ........... -... ·-·--· .. ··--·- • ·-···-·--....... _ .......... _ ................ t 

7 IKota Padan.g ITanjung Gelang 561 .574.000 191.464.ooo I 753.038.ooo 
Sub Total 1 4.171.018.000 343.182.000 I 576.306.ooo I 2.507.640.000 I 7.598.146.ooo 

....... ~ ....... !:'..8..9.~.~.~ •. ~~8.-~ ... !~.~92.~.~ .... . ~8..~!:.~ Baru .. ·-······-· .•.• 641.574.000 _ ..... ~_71 .591 .000 - 355.346.000 ... _ .. _ ... .!:.~§~:?..~.\~.9.9. .. 
2 Padang Ulak Tanding Guru Agung 641 .574.000 171 .591.000 • 254.251.000 1.067.416.000 I 

. ............... .. . __ ...;:... ___ ___;:c , .. . ................. ................... ... .... ·-·--··-· ...... ····-·· ............ .. 1 

3 £'.8.?.~.~-9..utak T~.~ding Belumai II ................... ·--·· ......... . ?..i1.·?.?.ig_og 171.591.000 • 414 .. ~62.000 1.227.6..?.?.:ggE, .. I 
4 Padang Ulak Tanding Belumai I 641.574.000 - • 218.539.000 860.113 000 I~···-.......... .. _ ....... _ ........... ____ ......... . .......................................................................................................... - · ............................ . 

--·~ ....... . ~~9.~!:.~ ... ~!.8..~ ... !.~.~9l~.~ .... ~.~ak Tan9ing •.•. ...... 561: .. 5..?~.9.gg. _ - • .. _ ............ ~~.~ .. :.~.~.6.:.~gA. . 702:6.~9.:g.o_~ .. 
6 Padang Ulak Tanding Tanjung Sanai I 641.574.000 171 .591 .000 - 387.924.000 1.201.089.000 ,, .................................................................. -......... ................. ,_ ....... __ ......... . .................................... _....... ...... ...·-·········· .................................. _ ........... ·---·· ................ . 
7 Padang Ulak Tanding Muara Telita 561.574.000 - .. 214.175.000 775.749.000 11----•·· ·-~----.. - ···· ...... ...__ ................... --- ··· ...... - ............................. - ........ ____ ...,_ ____ .......... _ ......... -...... ---·"· ..................... _ .......................... , 
8 Padang Ulak Tanding Ujan Panas 561 .574.000 .. • 292.363.000 853.937.000 ......... , __ ,., .. --··· ...................... ~ .............................. ..... ,._,.......... . .......................... _ .............................................. .......................... --·-·-·· .. ,· ...... . _................. . ... _. ....... . .................... .. 
9 Padang Ula'k Tanding Taba Tinggi ·- - --1 641 574 000 - .. 279.350.000 920.924 000 .................... ·-••·••-··· .............. _ , ,. .................................... ,-,..... ·········--· .... -.... ··••·•••·•••·••" ••·•••·••"· .. ··""............. . ................................... ,_,._, .. .. _,_ .......... -...... -.......... . 

~ ~ ;:::~: ~:;:~ ... ~;.~::~: l ~ ::~~~g ~~~.8.L~L ........ :::~:t:~::~~:::::~:;}~;.;:~~~~j~::.::::i±.;:::~;..;.~~~.~ .. _ ................ :::::~:::::=:~-~~:~:=:1·-·-·· ............ i6~: :;~: 6·§~.J . ~ :;._~i~~;;:~~~ ·1 
....... ~.3 .. .J Padang Ula'k .!.~.~-9}!:.~ ... J.~~~~ ... ~~.~.~.~~n I .. ......... ~~·;··:·~·i~:~~6 .. 1 ......... ~.!.1 •.. ~~ .. 1.:~gg ·L ................ _· ... ·········~·······-· ...... ... - ........ i!~:;:;:6~6·!·_ 1. 307.:.~~2. 00~ .. ~' _ 

13 ., __ ,.Padang .. Ulak.Tanding !Air Kati.- ................... - .... _ ...... . 883.793000 

. *' ~ - ---.. . . ...- . ..-

' :. -·- ---, 
~· ,; ! • 

~·_!---- - -

-, 



"'I 

····;·4 .... ]Padang ui~k .. T~~di~g .. )ii~kit .. Batu .................. '641·~~i'74·:o·oo·T ........ 171:59;·:aoo.. . .... . 
Sub Total 2 I 8.662.036.000 I 1.372.728.000 

492.105.ooo I .... 1.305.810.000 .. I 
4.535.863.000 14.570.627.000 

1 Sindang Kelingi Sindang Jaya 641 .574.000 . . 208.335.000 849.909.000 
_ .... - .... · - ...... · --·· ........ - .......... ...................... .......... _. .. .. ..... - ........ _ .................. -_.................. .... ·>--- ................. .. ... ............... ·--··--

2 Sindang Kelingi Sindang Jati 641574.000 . . 207.410.000 848.984.000 
····••·••·- - ··· ··--·· ......................... ,. ·-···••·· .. , ... ______ ,._,., .. , .. , .... ················•• .. ·············• ..... , .. -........ ·-········· ... , ................................. -····-···-··--···· .... , ........ ,.................. .............. ,........ ··--· 

3 Sindang Kelingi __ . ---1 Belitar Muka 641.574.000 . • 181 .134.000 822. 708.000 ................. . _ .................... -............ _ _................... .................... ......... .. ........... _ ............... ___ ................... _ ...................................... .... ___ .................................. - - ...... __ _ 
4 Sindang Kelingi Pelalo 641 .574.000 . .. , __ 266.455.000 908.029.000 ...... -..... .................... ' .............. _ ............................... _. ................................ ............. ' .... -.............................. - ..................................... ,.. .. ................................................ _ .................. ---
5 Sindang Kelingi Kayu Manis 561.574.000 - .. 102.235.000 663.809.000 

................. .. ......... - ............. _ ................... .. .... .. ................... _ ............................ ..................... - ......... --11----....... - ...... - ................... - ........................... _ ........... - .......................... _ _ 

6 Sindang Kelingi Air Dingin 561 .574.000 - .. 142.777.000 704.351.000 
......... _..... .. ........................... .................... _ ................... - .. -··-· ....... __ ............. _ .................................................. -1----...... - ................... - ....... - ......... --... - .............................. _ ............... , __ 

7 Sindang Kelingi Belitar Seberang 641 .574.000 - .. 155.373.000 796.947.000 t ........ _ .. _ ...................... -...... .. ................................... .................. ,J- - •-·· .. - - ..... ................... ·---~---.......................... - ....... -................... .. ....... __ ......................... .. 

8 Sindang Kelingi Cahaya Negeri 561 .574 000 .. - 171.874.000 733.448.000 t ....... ·-··· _ ......... _......... .. .................................. _. __ .............. __ ............... .... _ ................. - ---+ ---····-- ____ ... --·-·- ---.. -............ . 
9 ~ill_dang Kelingi Tanjung Aur 561.574 .. 000 - - 156.104.000 -717.678.000 

Sub Total 3 I 5.454.166.000 1.591 .697.ooo I 7.045.863.ooo 
1 Bermani Ulu ----+Air Mundu 561 .574.000 - .. 111 .839 .. 000 673.413.000 .......... _, ___ __ ······-····-··· .................. ·-····················-·············· ·····-···••·••···········-····· .. ····-........... ...................... _ ....................... !--- - --•- "· ..... - ......... ,, _____ ... _ ___ , .. , .... - ........ ._ ... 
2 Bermani Ulu Tebat Tenong Dalam 641 574.000 - • 223.854.000 865.428.000 

1- ................ _ ___ .............. ............................. -~- - .. - · ·--- - ..... - ........ _ ___ .................... - ....... - - .. ......................... _ ................ - ...... t--- ---............ .. 
3 Bermani Ulu .. ___ . Baru Manis 641 574.000 . .. 289.763.000 931.337.000 

......... _ ..... ... ....... _ _ ........ __ .... - .............. .... _ _ _ ... _ .................................. - ---1 ......... _ .............. - ---1 . .. ----···-·-· .. - · . ... - --·--........ - .... ·--·--

4 Bermani Ulu Kampung Melayu 641 .574.000 - .. 235 .. 124.000 876.698.000 
·-........... __ _ ........................... - ----1 .................. - .... ·-- --.................. - ............ - ---1- ··· ..... _ ...... _ ......................... ·---......... --...... _ .... _ _ ___ ...... -···-----n 

5 I Bermani Ulu j Sentral Baru I 641 .574.000 j ~ .. + 270.058.000 h911.632.000 .. -.· .. -·-··'"· - ............... -... .. ................. ·-····-••·•--··--- •·•••·••···-·· --···--·-.. ···"··"" .......... ·-·--···· .......... ____ . . ..... ·•····•·· .. ····· .............. -.......... -... •.- ................... .. 

r ....... ~ ... .. ::~~~;;i·~~~······ .... -... -... ·~:f;~~f-~l~.~.-... ··-· ·-.. ::~::~::6-66. ............. ~ ·---.... -.~ ...... _.. . .. ~i~~;:~:666 ~~1~f:~~6i~ .. 
................ .............................. _ ...... _ . .......................... -......... ............. --' .................................. 1--- -·-..... t ... -.........c..:.;::...; ........ --........ t .. ·-·------11 

= ;, ~. :::::.~:: ~.:: ::::~I~~:;o = ===:E:;:: l:~--: I -288153 ~ ==- :::::~::I -1 ;~ ~: ::-
11 Bermani Ulu AirPikat 641 .574.000 I · ·-- -....... --..... 1---··-........ _ _ _ ................... _ .................... --... · .. -· ............... -............................. , ........................................... 1 ........... -·--·-............ __ . 
12 Bermani Ulu Tebat Pulau 641 .574.000 171.591.000 

:l56 .. 398.000 ........ _........... ..1 .... - ......... _ _ ....... ... - ... ·--------,1 817 .. 972.000 

338.788.000 980.362000 ..... .._ .... 
295.531.000 1.108 .. 696.000 

Sub Total 4 I 7.298.888.000 I 171.591.000 288.153.000 2.767.156.000 10.525.788.000 

.. -... ;_ ... !.; .. ::~~~ :.;;;~: ........ -.......... ;,;:~:~e:a:~:; .. ~~:~.: ........ L ........... ;;.; .. :;;::666··J .. ___ ................ f ................................. _ .... ....... ,.... · · · .. 
140 .. 609.000 782.183.000 ........ ' 

1.001 .843.ooo I 360 .. 269 .. 000 .................................................... _.. ..................... _ ........................... -............... -............................................................... _____ ...,, 

$ ': - -
. _·.:.. -

..;c ,;.•. • 



-

........ 3 ...... Selu p~ R~iang.................. Sambirejo .......................................... 641 .57 4. 000 f. ................................ ·+-= ............ .. , ...................... 31. 8 · 506.000 .. l-- 960.080. 000 

....... 4 ..... Selup~ Rejang ...................... Suban.Ayam .. ..... - ........ - ............. 641.5_!.~.9.~.Q.

1

. .. .. . .. .. . .. .,_., 
5 Selupu Rejang ---1Cawang l ama 641.574.000 .. .. 212.031 .000 ··-···. ............. .. .................... ······• .... ··-·-······ ... -, . ·····-··""-~ ........ -,..... - ····--........... _,.................. ..................... . .... _ .... ,........ . ............... .. 
6 Selupu Rejang Sumber Urip 641 .574.000 .. .. 235.675.000 877 249.000 

__ ,__ _ ~~~:s-;;;o,:~- -;,;;.ii;;;;;:!i.~~"L== ·-·· ,4151 , .ooo_ -----·:·-J.--------~ - ,,, ,;·s:ooof ··a,,;·"" oon·• 
• 

-----.... , .................................. _ .............. , ................ _ ... ::.: ... :.:.:.:-.. :.~::.::.:: .. l .. -........... Q':\,;."" "l <;. noo 294 061 .000 

853.605.000 . .. _ ....... - .................................. -.1 

8 Selupu Rejang Karang Jaya 641 .574 .. Ci'oo.. .. ... _ ....... : .... ..... __ .. .. 234.472.000 . 876.046.000 i 

....... 9 ...... Selupu Rejang ................... .. 'i<';y~~i~~i~ 641.574.000 ................ _ .... - · ...... •· .. ... • 278.879.000 920.453.000 • 

...... 1.0 ..... Selupu·R;j;~g ... K~;:;;pung Baru 641.574.000 .. - 299.335 000 940.909.000 
···-••·••··••·••- ............................................. ____ ,., ......... ············· .. · .................................... _.,,., ........... __ ,,,,,,,----1 ........... ____ ,,, ...................... , ... - ......... _,., ........... .......... _ ... _ ........... ·-··-···-·········" ···· ·-· .. ·••·••·······- ···--·· .. ··· ....... ,. .......... __ ., 

11 Selupu Rejang Kali Padang 561.574.000 .. .. 141.519.000 703.093.000 
M• ........... •••••••• ••••• •••••••• • .. •• • ""''• .,....,.,,, • .• • •• • • ••• • •• .. •---• •"• " • ••• ·- - ••-.,, .. ,.,1- - ••• .... •---J•-•w•••---••-• .. ••••· ................ .,, ........... •••••-•••••••-----1-----• ........ -.,••••••••••••••"•"•• .. ••••••••••••••••• ••••• .. • .. ••'"•"'••·••••••••••••••• ' 

12 Selupu Rejang~- Mojorejo 641 .574.000 .. .. 303.197.000 944.77 1.000 
................... · ---·-··· ·· .. •••••••• ......... ..... , . . • .............. ..... . ......... ........ ..... .................. ............................. -_ ........ , ·-·---................................ ............ ·-·· · ........ __ ..... ·-·--•··--........... ............................. . ._ ...... ................. ...... . ·-·-·• .. •·••······t 

13 Selupu Rejang Talang Lahat 561 .574.000 .. .. 118.354.000 679.928.000 

Sub Total 5 8.180.462.000 • • 3.174.222.000 11.354.684.000 

1 Curup Utara Batu Dewa 641 .574.000 , ___ .. ·- .. 124.155.000 765.729.000 i 
.................. ........................ , ....... ....... - ....... _ .. ...... . ... ... .... . ..... ..... ..... ... .......................................... ......... . ..................... .. -...... ..-.. ......................................................... . ..................... . . ...... . ................ ...... 1 

2 Curup Utara ____ , Perbo 561 .574.000 - .. 131487.000 693.061.000 ......... -....... ......................................... ............... . .................... -······· ................. ,.-, ............ -....... ·-.,............. .. ........................... _ ....... _ ........... -..................... -................ -.-................................... _ ....... , ........ , 

3 Curup Utara Batu Panco 641 .574.000 • .. 174 744.000 816.313.000 
.................. , ............................ ,- ............................... ........... ··--............................... ••·••· ............ ,_ ... , ........................... - .......... ,................. .. .............................. ·--1---••··" ............................................ - ............................... ·- --······· ..... .. 

....... 4_ .... Curup.Utara ............................ Dusun Sawah .... - ........ - . ............. 64.1.574 .. ooo ........... 1.71.591 .000_ .................. .................. - ........... - ..... _ .. 282 938000 .. ........ 1.096 .. 103.000_ 
5 Curup Utara Lubuk Kembang 641 .574.000 .. - 25 1 513.000 893.087.000 _ ...................... _ ..... -..... ······--······.......................... ........................................ .. ....................... -.... _ ...................................... _., ................ ,.......... -.......... -.................................... , ....................................... ,, .... ,, .................. .. 
6 Curup Utara ·--- Suka Datang 561 .574.000 ·~-- .. .. 174 081 .000 _

1 
___ 735.655.000 .................. .......... --...................... .. ........................................................ ~ .. -··· ......... _.......... . ............................................................................... , ·-.............. _ .. ,................... ............... . .......... , ....................... .. 

7 Curup Utara Tabarenah 641 .574.000 - ·•--- - 220.346.000 861 .920.000 ........... _ ... ., , .. _.:__ .. , .................................... .............................................. -............. ..... . ........... .......................... -.................... . ..................... - .... _ ........... ·-·········~· .. • ... .-._,, .... , .. -· .. ···-··-····· .. ····· .... , ............................. . 
8 Curup Utara Pahlawan __ 

1 
641 .574.000 - - 149.700.000 791.274.000 

.,...,,, . ......... ~ •--•••••• .. •• .. •• ... • .......... , .• .,.,.,. ............. ... . .. ••••" ••--,., •••••••••-... ....... ,.•••••• --••,.•••••• .. •• , ............. ,..,.•-•----••••• .. •·•• .. • .. ••- ............ - .. ••••- •-•••••• ........ ••••••••••" ............ . ....... ••••••••,_..,.,.,, • .,_••"•"•--••• --•-•• .. •••••••• .. •• .. ••u••• .. •••,_,.., .. ,,.,,.,_ •• ,. • 

9 Curup Utara Tasik Malaya 641 .574.000 __ • ·•-- • 180.659.000 822.233.000 ...... -.... -..... .. _......................... .. ............... , ........................................... _............. .. ............................ _........ .. .............. _ ...... _.,. ...... _ .............. ..... -................................................... .......................................... , ............ . 
10 Curup Utara Tanjung Beringin 641 .574.000 • • 226.39'1.000 867.963.000 ·----....................................................................................................... -............................................................................... -............................................ __ ........ - ......... , ......................... _ ...... _ .. ,........................ .... ... .. ................................. , ................ ,. 
11 Curup Utara KotaPagu 561 .574.000 .. .. 212.86 1 000 774.435.000 11---.. , ............................................................ ... ................ - .................................... _ ................................... - ...... - ......................................... .................................................. ..... - ........ - ....... __ ................................................................. . 
12 ICurup Utara ISeguring 641 .574.000 234.886.000 876 460.000 

Sub Total 6 7.458.888.000 171.591 .000 2.363. 764.000 9.994.243.000 
1 ICurup Timur I Duku Ulu I 641 .574.000 j .. [ . 175.263.000 j S16.837.000 I' 11- -· ... .. .................................... .................................................................................................................................................................................................................. - ................................................. - .... , ................................ . 

, 2 ... Curup Timur ........................... . Duku.llir ................................................. 561 .574.00o ............... ................. ~ ............................................................ _ .............. ·t.59 .. 157.000 .... ................ 720.73J .OOO .. 

' 
• I ' I"' r 



• 

................. 1··-·· .. ······....... . ..... ····1···· ............................. ................... , ......................... ... -....... .... .................................................. . ... .. 
1 

}- ~:ii::; ... : ~=::~~~; -=-~Ht~~:-==•=== :::::~ :_ ---.. JE :E-~t-2t!:~~ 
Sub Total 7 I 3.207.871.000 I - I - I 933.545.000 I 4.141.416.000 

1 Curup Selatan Rimbo Recap 641 .574.000 - .. 176.704.000 818.278.000 • 
JI ................. ........................ ·---.. -••·f----.. ·······--........ _ ...................... - ................................... ·--···················+---- - -----··················· ......... ···- ····---................. . 

2 Curup Selatan Watas Marga 641 .574.000 .,__ - .,__ - 152.207.000 793.781.000 
3 Curup Selatan Teladan 641 .574.000 ......... -- +--- 288.153.000 151 .864.000 1081591.000 ....... 4 .... - c~;~p-S.ei~i~·~ ......... _ ......... Suka M~'rga ............. ............ 561 .574.0oci' - ·-·· - ... ·-· ·· ···116·:·s19~000· ... -. 678.49:i°oo·o .. 

5 ·c~rup Selatan .. ......... Lubuk Ub~·~······ ............................... 54·1:si4'..ooo.... - - . ...... . 107868.000. ··-··· .. ·• .. ··149.442.ooo 
.................... ·---·· .. ······-·· ... ·-····· .. ············-··-· .. ·-- ·······-······ ............ _,, ___ , ___ ,,., .. _ ....... _ ,,,, .............................. ---- -----····-·-··••,;• ............... ~···-·-········· 

6 Curup Selatan Pungguk Lalang 641.574.000 - - 314 397.000 955.971 .000 
······••·••······ .. ···- ·· .............. ....... ,_ ---~ ................................................ ,-.,---, ....... ---t-······ .. ····· .. ··· .................. , ...... , ····••·••········•··· ···-+-- -----··-·---... . ....... ,-, .. ··-·-· ........... _ ... . 

7 Curup Sefatan Turan Baru 561 .574.000 

:::-.::.: ....... ~~~~~ ::::::~- .................. r~~~~~~alam ............. ..... ::~:~i::·6~6.r- : ............................... <·-···+ .... -... ~~!:~~;:666·1· :i~J!t6ii6·1 
179.465.000 741.039.000 

Sub Total 8 I 5.614.166.000 I - I 288.153.000 I 1.667.733.000 I 7.570.052.000 

1 ICurup Tengah !Air Merah I 641 .574.000 I .. I - I 164.182.000 I 805.756.000 

Sub Total 9 I 641.574.000 I • I - I 164.182.000 I 805.756.000 

........ ~ ...... ..J_l:linduria.~.~........... I Kepala cu.~.P. .... _ ............. I .............. ?..~~ .57 4. oog. l . ... - ............. _ ........ : ......... 1
1 

_ __ • • •• • ..... : ..... . .... I.... 230 .67 4_._9.q~ .. J.._ .............. ~.!.?;.?..~.~:.~Qq .. , 
·--2_ . ...JBinduriang·-·---···JKampung Jeruk 

Binduriang. __ . } ::•;:.:::' - -- E: :;+~H--·~~----: +-- ::::~i--2~ii-i~:ii: 3 

4 

Binduriang 

5 IBinduriang !Air Apo I 641.574.000 I 171.591 .000, -

Sub Total 10 I 3.127.870.000 I 171.591.000, -
316.210.000 1.129.375.000 

1.447.058.000 4.746.519.000 

•...... ;,..... .;,;.~::~~ :::::.~~~~- .......... . :;;~~g Agung ................................. ;.;.; .. :.;.;.;;.~~.~ ......... - ...................... ~ ........ t ............ !::: ~ !~:~~~..] ..... _ .. · 297 .1.~~:.~q~~-·-··· 
3 Sindang Beliti Ulu Lubuk Alai 641.574.000 - -

311.310.000 
--··· .... 

1.226.920.000 _ ......................... .. 

1.241.037.000 __ .... 
- •·••·····-·· ................ ....................... _ ............. _......... --····- ........... ·-····--.. •· .. •·••-.................... . ........ ...................................................... ··--·-· 

-. :::i~:-.-. ~1~;.;.;: .. :;l;;:.~.:~:=:::~:::: :i ;g;;{..~1~1~ ··· · · .... · · ·:: ~ ::; ::~~~ ::::::~=~:::::::=::-.=::;:::::-.::· ...... !!!: ~ :tci:i§.::: :::::=:: ~~!::.~;~~.~~.:l:::-........ +Ji~~I~;§i~::I 
387.431.000 I 1.029.oos.ooo .. 

1, 1~· - - -r - --. .. . 
l :-'~ : •- - -

., 



... 

.......... ,_ , ...... ··-···· .. ,··-···-· .,_ ' 
,,,., ___ ................ . _.___ ... , .. -···--······-·· 6 Slndang Beliti Ulu Pengambang ................. 641 .574.000 - 288. 153.000 282868.000 1.212.595.000 _ ,.,, .... -.. ~ ·--···••·•••·••······--·· .. .... .. ....... ' .......... , -· ........... ···········-··-.. ,-.............. ,_,.,, ..... ,_,_ 

7 Sindang Beliti Ulu Jabi 64 1.574.000 - 288.153.000 291 .955.000 1.221682.000 - ........ -, .... ,,,_ .,,_ .. , ·-· "-···--···- ,.,_,_,., .......... .. , .. , _, ·-·---· .. ,,_, ____ ,,_,,,,, __ ,,_, -- ·-·····-·-· 8 Sindang Beliti Ulu Tanjung Heran 561 574 000 - - 232.178.000 793.752.000 ,_..... ______ ...... ._.,_ r--·-·-·····""''. .............. ......................... ., ... _ .. ,_ .. ,_ . .................................... 
9 Sindang Beliti Ulu Air Nau 561 .574 000 171 .591 .000 - 300.984.000 1.034.149.000 

Sub Total 11 5.534.166.000 171.591.000 1.728.918.000 2.736.911.000 10.171 .586.000 
1 Sindang Dataran IV Suko Menanti 641 574.000 . - 271 .583 000 913.157.000 . __ _, .. , .. ...-.... .... .......... _ ·--··•-•·•••···--·········-- .. . .. ·--· ··-······-··-··· 2 Sindang Dataran Air Rusa 641 .574.000 - - 287.733.000 929.307.000 .............. ~ -........... ··········-.. ·•·• •··-·· ........... 
3 Sindang Oataran ~engko 641574.000 - - 263,800.000 905.374.000 <--·-··· ·-· ---· ..... _ _____ .,_ 

·-----··· -4 Sindang Dataran Sinar Gunung 641 .574.000 - - 281 .071 .000 922.645.000 ,_,.. _____ -·-----·· -- . ····- ···- ·····-·· ·•---- ···- · 5 Sindang Dataran Warung Pojok 561 .57 4,000 - - 151 .105.000 712 679.000 ·--·- ·---·--· ·-- - ····· . -··· .. -····----
6 Sindang Dataran Talang Belitar 641 .574.000 - - 174 196 000 815 770 000 

Sub Total 12 3. 769.444.000 . - 1.429.488.000 5.198.932.000 
1 Sindang Beht1 llir Merantau 641 .574 000 171 .591 .000 - 355482 000 1.168 6d7 000 -··-- ...... --.. •-··•·---·-·- ----- --
2 Sindang Behh llir Periang 561.574.000 - - 326 801 .000 888.375.000 

-··-
3 Sindang Beht1 1hr Balai Buntar 561 .574.000 - - 265 431 000 827 005 000 
4 Sindang Behtl llir LubukTunjung 561 .574.000 - - 327 444 000 889 018 000 

·-··••"•·'"---· ·- .. -----··--5 Si':? .. a..~~ Beli11 llir LB. Belimbing I 641 .574.000 171 .591 .000 - 574 81 1 000 1 387 976 000 
6 Sindang Belitl llir LB Belimbing II 641 .574.000 171 .591 000 - 586.106.000 1 399 271 .000 -- ·--·-- ·- -----·---· ·-· 7 Sindang Behti llir LB Bingin Baru 561 574.000 171 591 000 - 419.965.000 1 153.130 000 
8 Sindang Behti 1hr San Pulau 561 .574 000 - - 207 651 000 769 225 000 .................... ~--· --- ·--·-·---- --
9 Smdang Beliti llir Suka Merindu 641 574.000 - . 54.A 9 15 000 1 186 489 000 

••· ··-·- --- -- ·--- - ------- -- -
10 Sindang Belili 1hr Suka karya 561 574 000 . - 270 135.000 83 1 709 000 

Sub Total 13 5.935.740.000 686.364.000 - 3.878.741 .000 10.500.845.000 
1 Berman! Ulu Raya Dataran Tapus 561 574 000 - . 169 571 000 731 145 000 - - - .. 
2 Berman, Ulu Raya Bandung Marga 641 574 000 - . 305185 000 946 759 000 - --- ---
3 Bermani ~u Raya Pal Seratus 561 574 000 - - 156.291 000 717 865 000 - ·-- ·- - - - --
4 Bermani Ulu Raya Pal VII 641 574 000 . 288 153 000 256 720 000 1 186 447 000 
- - - - -

i 



······•·• ......... ................................ _, .... ., ......... ·-····· .... . ............. _ ... , ... ·--• .................................................. ................................................................................ - .............. ........................................................... . 
........ ~-····· .~.:.r.'.11~~! .. ~.(~ .. ~~ya .~.al VIII ............. -.................. - ..... 641 .574.000 ............ _ .... _ .•. _..... • .. .................. _ .. - ...... . -.. ·---···--238.197.000 ........ _ .. 879.771 .000 

6 Berrnani Ulu Raya Tebat Tenong Luar 561 .574.000 - •I--- . 1---186.903.000 748.477.000 
7 Berrnani Ulu Raya Bangun Jaya ·· 561 .574.000 · ................. ...... • 266.825.000 828.399.000_, 

II--...................... _.-................ --.............................................. -......................................... - ................ ........ - ............................ _........ -- --............... _ ................... _._ .. -.. -....... ...-, 
8 Berrnani Ulu Raya Babakan Baru 641 .574.000 - • 239.064.000 880.638.000 

. .... . ..... - . ... . ... . .... . ..................... . ...... ..... . ....... - ............................. ... _.... .... • ........ ...... . . .... ____ ,.. ·-· ····· .. ••• ......... _ ... , . .... _ .... . . . . . _ ........ . ... ... • . . ..... ·-· · · • - • · • •-· · · ... . ........... ......... . . . ........ ·•·· .............. - .... . ....... 1 

9 Bermani Ulu Raya Surnberejo Transad 641.574.000 . 288.153.000 __ 223.056.000 1.152.783.000 

10 Berrnani Ulu Raya Air Bening 641 .574.000 ······ • . 260.821.000 902.395.000 
Sub Total 14 6.095.740.000 • 576.306.000 2.302.633.000 8.974.679.000 

TOTAL 

~-
I 
I 1.' ··-

-
l-- ,_ -
11 I• ~-
r '" 
\,:~-;:_: 

.. 

II 15.152.029.000 11 3.088.638.ooo 11 3.457~3s.ooo 

., 

~; I 
l~_jl 

-'-' I 

t.. ~ • 

- : -

~?I 
1 + \ ..,_, ,o , I 

l11/ra. /-lc,J:w; ,-y,;~· , &ti mf 
/'J '}'JIO~~ 0(,)0).1.r.l 9o'tJ 

31.500.633.ooo R 113.199.136.ooo 

BUPATI REJANG LEBONG 



_,-

Menimbang 

• 

BUPATIREJANGLEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RE.JANG LEBONG 
NOMOR 3 TAHON 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

~ 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tela h diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan 
bersarna; 

7 

,-
f s ,. ' 

. :"it, 



Mengingat 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a , merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum 
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara .r ang telah disepakati Pemerintah Kabupaten 
Rejang Lebong bersama DPRD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 25 bulan November tahun 
2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun Anggaran 2021. 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberntukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886); 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -i438); 

6 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 centang Pemerintahan 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahu11 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Waki.1 Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
I Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 
Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 
Nomor 106); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42); 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 11 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah 
diubal1 beberapa kali terakhir dengan Peratur.an Menteti Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghit ungan. 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah clan Tertib Aclministrasi Pengajuan. 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Santuan Keuangan Partai Politik; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Peny usunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

23. Peraturan Dae rah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang LebongTahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Dacrah 
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KABUPATEN REJANG LEBONG 

dan 
BUPATI REJANG LEBONG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahu.n 1945. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
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Pasal 2 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 
APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. l.043.468.869.795,00 (satu triliun empat puluh tiga 
milyar empat ratus. enam putuh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima 
rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp. l.043.468.869.795,00 
b. Belanja Daerah Rp. l.041.679.480.696,00 

Surplus Rp. 1. 789.389.099,00 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp. 0 
Rp. 1.789.389.099,00 
Pembiayaan Netto 

Pasal 3 

Rp. {l.789.389.099,00) 
Rp. 0,00 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. l.043.468.869.795,00 (satu triliun empat puluh tiga milyar empat ratus 
enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang 
bersuro ber dari : 

a. Pendapatan Asli; 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.880.177.795,00 
(delapan puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sernbilan 
puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

6 
C 1• -:~, :"_:::· =-1 t., .. •.,; ·-1 ... -, __ . ._._ ,__; 

~ 



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.696.000.000,00 (tujuh 

be.las mtlyar enam ratus sembilan puluh enamjuta rupiah); 
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4. 987.092.707,00 (empat 

milyar sembilan puluh delapan juta sembilan pulub dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah); 
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 
(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp. 65.197.085.088,00 (ena.m puluh lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh lima r:ibu delapan 
puluh delapan rupiah). 

Pasal 5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 907.784.092.000,00 
(sembilan ratus tujuhjuta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 882 .784.092.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empatjuta sembilan puJuh 
dua ribu rupiah). 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). 

Pasal 6 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 45.804.600.000,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus empatjuta enam rarus ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Hibah; 
b. Dana Darurat; 
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dima ksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.804.600.000,00 (empat 
puluh lima milyar delapan ratus em pat juta enam ratus ribu rupiah). 

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. - (Nihil) 
(4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. - (Nihil). 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. I.041.679.480.696,00, yang terdiri atas: 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; 
c. Belanja Tidal< terduga; dan 
d. Belanja Transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 730.371.304.281,00 (tujuh ratus tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat ribu dua ratus 
delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Hibah; dan 
d. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seb.esar Rp. 450.423.962.452,00 (empat 
ratus lima puluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh 
dua rupiah). 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diren.canakan sebesar Rp. 221.437.865.834,00 
(dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus 
tiga puluh empat rupiah). 
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(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.945.119.165,00 (lima 
puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus sembilan belas ribu se·rratus enarn puluh lima 
rupiah). 

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 564.356.830,00 (lima 
ratus enarn puluh empat tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). 

Pasal 9 

(lt Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.592.786.515,00 
(seratus tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh duajuta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima 
belas rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Modal Tanah. 
b . Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung. 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lajnnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 19.896.019.826,00 (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu delapan 
ratus dua puluh enam rupiah). 

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 40.275.298.944,00 (empat puluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sem'bilan puluh delapan ribu 
sembilan ratus empat puluh empat rupiah). 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp. 70.178.153.245,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus Iima puluh tiga ribu dua ratus 
empat puluh lima rupjah). 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp. 226.274.900,00 (dua ratus dua puluh enamjuta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembHan ratus rupiah). 
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Pasal 10 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.841.883.000,00 
(tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan pulub tiga tibu rupiah). 

Pasal 11 

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar 
Rp. 171.873.506.900,00 (seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu 
sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Bagi Hasil; dan 
b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. - (Nihil). 
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp. l 71.873.506.900,00 (seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga ju ta lima ratus enam ribu 
sembilan ratus rupiah). 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.789.389.099,00 (satu milyar tujuh ratus 
delapan puluh sembilanjuta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 13 

(lt Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. - {Nihil) 
yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penj ualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
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d. Penerimaan pinjaman daerah; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. - (Nihil). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. - (Nihil). 
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp. - (Nihil). 
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. - (Nihil). 
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf e direncanakan sebesar 

Rp. - (Nihil). 
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. - (Nihilt. 

Pasal 14 

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan 
Rp. 1.789.389.099,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu 
sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 
d . Pemberian pinjaman daerah; dan 
e. Pengeluaran pembiayaan Jainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. - (Nihil). 
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.789.389.099,00 

{satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan 
rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp. - (Nihil). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1➔ huruf d direncanakan sebesar Rp. - (Nihil). 
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Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp. - [Nihil). 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus 
sebesar Rp. 1.789.389.099,00 (satu mi!yar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan 
ribu sembilan puluh sembilan rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
direncanakan sebesar Rp. 1.789.389.099,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan 
puluh sembilan ribu sembiJan puluh sembiJan rupiah). 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang 
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota _ 
tahun anggaran 2021, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran; 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan; 
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, 

serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 
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d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulka.n kerugian yang Jebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

2. 
3. 

4 . 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Larnpiran I 
Lampiran I 

Lampiran I 

Lampiran I 

Lampiranl 
Lampiran I 
Lampiran I 

Lampiran I 
Lampiran I 
Lampiran I 
Lampiran I 
Lampiran I 

14. Lampiran I 
15. Lampiran I 
16. Lampiran I 

Pembiayaan; 
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan 
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitu lasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 
Rancangan APBD; 
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
Lain; 
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamal< (multy years); 
Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 

•' .;,}-
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Pasal 18 

Bupati Rejang Lebong menetapkan Peraturan Bupati Rejang Le bong tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 30 Tusemt>?r 2020 

·~DAERAH 
ANGLEBONG 

4.., ►;-

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal ..30 '7:5,serntx?r 2020 

BUPATI REJANG LEBONG, 
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